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Program Strategis Pemprov DKI Jakarta

untuk memberikan akses kepada warga
DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari

keluarga tidak mampu agar dapat

menuntaskan pendidikan wajib belajar éfsg
12 tahun atau Program Peningkatan

Keahlian yang Relevan.
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Mendukung
terselenggaranya wajib
belajar 12 tahun

Meningkatkan akses
layanan pendidikan
secara adil dan merata

Menjamin kepastian
mendapatkan layanan
pendidikan

)
o
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Meningkatkan kualitas hasil
pendidikan

Menumbuhkan motivasi
bagi peserta didik untuk
meningkatkan prestasi

Menarik anak tidak sekolah
agar kembali mendapatkan
layanan pendidikan di
sekolah atau kursus dan
pelatihan



Elﬁ KEUNGGULAN KJP PLUS
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Sasaran Besaran Peruntukan Bridging Program Fasilitas Pendukung
Usia 6-21 tahun baik Mengalami o Ongkos dan uang Siswa Kelas XII o Transjakarta gratis
yang sudah bersekolah  peningkatan pada saku (tunai) mendapat tambahan o Masuk Ancol gratis
maupun Anak tidak masing-masing jenjang o Perlengkapan dana sebesar o Pangan murah
Sekolah (ATS) sekolah (nontunai)  Rp 500.000 untuk o Museum gratis
persiapan ujian masuk o Masuk Monas dan
Perguruan Tinggi Untuk Ragunan gratis

SMA atau Biaya
Sertifikasi Profesi
Untuk SMK



) | ‘BESARAN DANA KIP PLUS
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JENJANG
®

SD/MI/SLB

SMP/MTs/SMPLB

SMA/MA/SMALB

SMK
PKBM

Pusat Kegiatan Belajat Masyarakat (Paket A/B/C)

LKP

Lembaga Kursus Pelatihan

BESARAN DANA PER

BULAN
Rp 250.000
Rp 300.000
Rp 420.000
Rp 450.000
Rp 300.000

1.800.000/semester

DANA YANG BISA DIBE
LANJAKAN PER BULAN

Rp 135.000
Rp 185.000
Rp 235.000
Rp 235.000
Rp 185.000
Rp 185.000

DANA BERKALA PER

BULAN
Rp 115.000
Rp 115.000
Rp 185.000
Rp 215.000
Rp 115.000

SPP UNTUK SEKOLAH
SWASTA PER BULAN

Rp 130.000
Rp 170.000
Rp 290.000
Rp 240.000

* KIJP Plus bisa tarik tunai maksimal Rp 100.000/bulan di ATM Bank DKI dan sisa dana bulanan dibelanjakan

secara non tunai.

* DANA RUTIN dapat digunakan setiap bulan.

* DANA BERKALA dapat digunakan pada libur akhir semester.
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“_‘ Alat tulis dan perlengkapan
sekolah

@ Seragam dan kelengkapan

Dapat digunakan untuk membeli:

@ Gratis TransJakarta

Obat-obatan yang tidak
tergolong dalam zat adiktif

Kalkulator scientific 9;23( Gratis masuk Ancol

Komputer dan laptop Alat dan/atau bahan praktik

w
|@)I|3 Makanan bergizi

—, — Kacamata dan alat bantu
pendengaran

Gratis masuk museum
Alat simpan data elektronik

Gratis masuk Ragunan

\ Sepeda

Alat bantu disabilitas untuk
peserta didik berkebutuhan

g Buku dan penunjang khusus

Gratis masuk Monas

-l hd

'+ Kegiatan ekstrakulikuler

pelajaran "3 Belanja 6 jenis pangan murah



@ .PENGGUNAAN KJP PLUS SELAMA COVID-19
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‘ Dalam status keadaan darurat bencana
® L Biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan untuk:

1 Kebutuhan 3 Kebutuhan

angan endidikan

P Kebutuhan :
kesehatan

[ Biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan setiap bulan secara

tunai/non tunai
o
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LARANGAN PENERIMA KJP PLUS

Merokok

Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obat

an terlarang

Melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan

seksual

Terlibat dalam kekerasan/bullying

Terlibat tawuran

Terlibat geng motor/geng sekolah

Minum minuman keras/minuman beralkohol
Terlibat pencurian

Melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan
Terlibat perkelahian

Terlibat penipuan

Terlibat nyontek massal

Membocorkan soal/kunci jawaban

Terlibat pornoaksi/pornografi

Menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara

konvensional maupun melalui media online
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Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang
membahayakan

Sering bolos sekolah minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu)
bulan

Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak
berturut-turut minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan

Meminjamkan penggunaan KJP

Menggandakan/menjaminkan KJP dan/atau buku tabungan

dana bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik

dari keluarga tidak mampu melalui KJP kepada pihak manap
un dan dalam bentuk apapun

Menghabiskan dana bantuan biaya personal pendidikan bagi
peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP untuk
belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan
oleh peserta didik yang bersangkutan

Meminjamkan dana bantuan biaya personal pendidikan bagi
peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP kepada
pihak manapun

Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib
sekolah/peraturan sekolah
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S o KJP Plus

s Pergub No. 4 Tahun 2018
Pergub No. 15 Tahun 2019
Pergub No. 46 Tahun 2020
Pergub No. 90 Tahun 2020
Kepkadisdik No. 969 Tahun 2018
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o KJMU
s Pergub No. 97 Tahun 2019
¢ Pergub No. 91 Tahun 2020
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SUMBER DATA KJP PLUS

S PUSDATIN N DINAS SOSIAL 2 DINAS TENAGA
JAMSOS DINSOS untuk data anak KERJA,
untuk DTKS panti TRANSMIGRASI
dan/atau DTKS DAN ENERGI
Daerah untuk data anak
pekerja/buruh
DINAS &3 PUSDATIKOMDIK &8 KANWIL 5 Penerima
PERHUBUNGAN untuk data pokok KEMENAG existing
untuk data anak pendidikan dasar PROVINSI DKI
dari pengemudi dan menengah JAKARTA untuk
Jaklingko data pokok
pendidikan

madrasah
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Terdaftar sebagai peserta

Terdaftar dalam DTKS
DTKS Daerah, dan/atau
data lain yang ditetapkan
dengan Keputusan
Gubernur

UMUM didik di Satuan
Pendidikan Formal atau
Non Formal di DKI Jakarta
KARTU S ﬁéﬂ
PEKER]A/ Terdaftar sebagai peserta
JAKLINGKO/ didik di Satuan
ANAK ASUH Pendidikan Formal atau

Non Formal

_Q_

Berdomisili dan tercatat
dalam Kartu Keluarga
Provinsi DKI Jakarta

Memiliki Kartu
Pekerja/Kartu Pengemudi
Mitra Transjakarta
(Jaklingko), terdaftar
sebagai Anak Asuh

Berdomisili dan tercatat

dalam Kartu Keluarga
Provinsi DKI Jakarta



®
@ MEKANISME DAN TIMELINE PENDATAAN
. - KJP PLUS TAHAP Il TAHUN 2020

18-24 Sep 8-9 Okt 12-14 Okt
Pemadanan data U Verifikasi daftar sementara calon  Verifikasi dan Persetujuan Penetapan penerima
penerima oleh sekolah Kepala Dinas melalui Keputusan

U Pengumuman calon penerima
yang memenubhi kriteria (selama
6 hari kerja)

U Warga tidak mampu yang tidak
terdaftar dapat mengajukan ke
Pusdatin Jamsos di Kelurahan.

Gubernur

Verifikasi sekolah:

1. Mengecek dan melengkapi identitas siswa
dan sekolah (khusus penerima baru dng
melengkapi data wali dan kontak darurat)

. Persetujuan kepala sekolah
3. Upload kelengkapan berkas o

N




Hasil verifikasi
dituangkan dalam
usulan sesuai
dengan format 3

Format 3

KOP SEXOLAH

SUUFAT FEENTATAAN

Yang bertands tangan di bawah ind:

Hama
HNIF
Jabatan
Alamat
Sekolah

Menyataskan dengan sesungguhnya bahwa ssya telah melabukan verifikasi
Pezerta Didike calon penerima EJP Flus dengan vincian terlampir.

Apahila dikemudian hari aten sewalktu-wakin ditemualean dats yang sy
campaikan termyats tidak benar dan tidak sesuai, maka =aya bertanseung jawsb
gecara administrasi, dan =zeletiles itn memberitahuken ketidaskbenaran dan
ketidsk=esusian tersebut kepads Pezerta Didik dan crang tua/wali pensrima EJF
Flus zerta melaporkan dan mengusullan untuk dilabukan penarilean dan

penghentian pemberian KJP Plus.

Demildsn penyatasn ini kami busat utuk dipergunaksn sebagsimana mestnya.

Jakearta,
K.EpalaSelmlah




@

=

PERBEDAAN MENDASAR KJP PLUS

TENTANG LAMA BARU
U Terdaftar sebagai peserta didik di Satuan U Terdaftar sebagai peserta didik di Satuan
Pendidikan Formal atau Non Formal di Pendidikan Formal atau Non Formal di
Jakarta Jakarta

Bl Terdattar dalam BOT an/ataudatalain yang U Terdaftar dalam DTKS, DTKS Daerah dan/atau

lai i ki K
PERSYARATAN ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 2 EIE|EI0 YR 3 el E R 20 e [PV Eer
Gubernur
U Memiliki SKTM
U Berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga U Berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga
Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
Q Peserta didik tidak melakukan pendaftaran
melalui sekolah
U Peserta didik melakukan pendaftaran melalui [ Peserta didik melihat pengumuman di
sekolah website sekolah, jika tidak terdaftar peserta
MEKANISME didik melakukan pendaftaran ke Pusdatin

Jamsos Dinsos di kelurahan masing-masing

U Sekolah melakukan verifikasi ke rumah
peserta didik untuk menentukan kelayakan
penerima

0 Kelayakan penerima didasarkan data
Pusdatin Jamsos Dinsos



KARTU JAKARTA MAHASISWA
UNGGUL (KJMU)

Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN bagi peserta
didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi
akademik baik

Memberi bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada
calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh
pendidikan program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu

Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat

Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan
kompetitif

-
U
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PERSYARATAN UMUM KIMU

Terdaftar dalam DTKS dan/atau
DTKS Daerah

Memiliki Kartu Tanda Tidak menerima
Penduduk dan berdomisili beasiswa/bantuan
di wilayah Provinsi DKI pendidikan yang bersumber

Jakarta dari APBD atau APBN



PERSYARATAN KHUSUS

CALON MAHASISWA:

a. Lulus dari Pendidikan menengah pada Satuan
Pendidikan Negeri/Swasta di DKI paling lama 3
tahun sebelumnya.

b. Diterima melalui jalur regular pada:

- PTN di bawah naungan Kemendikbud
- PTN di bawah naungan Kemenag
- PTS dengan akreditasi institusi A dan program

studi yang terakreditasi A di DKI pada bidang

prioritas sesuai dengan RPJMD tahun berjalan.

MAHASISWA:

a.

Lulus dari Pendidikan menengah pada Satuan

Pendidikan Negeri/Swasta di DKI paling lama 3

tahun sebelumnya.

Pengajuan paling lama pada semester 2

Diterima melalui jalur regular pada:

- PTN di bawah naungan Kemendikbud

- PTN di bawah naungan Kemenag

- PTS dengan akreditasi institusi A dan program
studi yang terakreditasi A di DKI pada bidang

prioritas sesuai dengan RPJMD tahun berjalan.
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12 DAFTAR PTS KIJMU

. Sekolah Tinggi Filsafat 7. Universitas

Driyarkara Muhammadiyah Prof Dr
. Sekolah Tinggi lImu Hamka

Ekonomi Trisakti 8. Universitas Multimedia
. Universitas Bina Nusantara

Nusantara 9. Universitas Nasional
. Universitas Gunadarma  10.Universitas Pancasila
. Universitas Katolik 11.Universitas

Indonesia Atma Jaya Tarumanagara

. Universitas Mercu Buana 12.Universitas Trisakti



Berhenti atas permintaan
sendiri sebagai Mahasiswa

Cuti akademik

Melalaikan dan/atau dengan
sengaja memperpanjang
waktu pendidikan

Melanggar kewajiban dan
larangan yang berlaku di PTN
atau PTS

LARANGAN

)
o

=

Pindah dari program pendidikan
yang telah dipilih

Selama 2 semester berturut-
turut mendapat IPK :

= PTN : di bawah IPK yang telah
ditetapkan oleh PTN masing-
masing

= PTS: di bawah 3,0 (prodi sosial)
di bawah 2,75 (prodi eksakta)

Menerima bantuan biaya personal
Pemerintah lainnya, baik
Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah



Elﬁ PERUNTUKAN DANA KIMU °

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Q Biaya penyelenggaraan pendidikan adalah biaya

yang dikelola oleh PTN atau PTS.
?ﬁ‘i’ s

BIAYA PENDUKUNG PERSONAL

Biaya pendukung personal adalah bantuan biaya
hidup yang dapat berupa:

(e i || U Biaya buku N
S O Makanan bergizi
Rp 9.000.000 O Transportasi

O Perlengkapan/peralatan dan atau biaya

per semester pendukung personal lainnya



Menaati seluruh ketentuan
peraturan perundangundangan

Menjaga dan menjunjung
citra serta nama balk

Pemerintah Daerah KEWAIJIBAN

Mengikuti perkuliahan pada
program studi yang telah
dipilih

Mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan,
seminar dan/atau kegiatan lain yang
menunjang peningkatan kompetensi

@
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PENGABDIAN MASYARAKAT :

= Diluar program wajib PT

= Melaporkan hasil kepada Pemda
= Surat pernyataan kesanggupan

menyelesaikan pendidikan
sesuai jangka waktu

LAPORAN tertulis kpd Gubernur :

= Prestasi Akademik setiap
semester dengan melampirkan
fotokopi kartu hasil studi

= setelah menyelesaikan
pendidikan



Berhenti atas permintaan
sendiri sebagai Mahasiswa

Cuti akademik

Melalaikan dan/atau dengan
sengaja memperpanjang
waktu pendidikan

Melanggar kewajiban dan
larangan yang berlaku di PTN
atau PTS

LARANGAN

)
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Pindah dari program pendidikan
yang telah dipilih

Selama 2 semester berturut-
turut mendapat IPK :

= PTN : di bawah IPK yang telah
ditetapkan oleh PTN masing-
masing

= PTS: di bawah 3,0 (prodi sosial)
di bawah 2,75 (prodi eksakta)

Menerima bantuan biaya personal
Pemerintah lainnya, baik
Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah



Sumber
Data
KIMU




.MEKANISME DAN TIMELINE PENDATAAN
KJMU TAHAP Il TAHUN 2020

° Verifikasi dan validasi dengan menggunakan data DTKS Pusdatin Jamsos Dinsos

Step 4

O Verifikasi dan
persetujuan Kepala
Sekolah

O Pengumuman calon
penerima di sekolah
(6 hari kerja)

U Pendaftar yang

tidak terdaftar di
pengumuman
18-30 Sep 1-2 Okt dapat mengajukan 16-19 Okt
18-30 Sep ke Pusdatin Jamsos 20-22 Okt

di Kelurahan. V

5-15 Okt



Hasil verifikasi
dituangkan
dalam usulan
sesuai dengan
format 4

format 4

KOF SATUAN FENDIDIEAN

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIF

Jabatan

Alamat Instansi

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melaloukan verifikasi data Peserta Didik
Tingkat Pendidikan Menengah calon penerma Bantuan Biaya Peninglatan Mutu
Pendidikan dengan rincian terlampir.

Apabila dikemudian hari atau sewalttu-waktu ditemulan/terbukti bahwa data
yang saya sampaikan fernyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya
bertangsungawab secara administrasi, dan seketika tu memberitahulan
ketidakbenaran dan ketidalksezuaian tersebut kepada Mahaszsizwa penerima
Eanfuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan serta melaporkan dan mengusulkan,

v gilakul dan - . 1 :

_ ;"“"_”.“:E“ peoghentian. pemheriac Riaya
Demikian Surat Pernyatasn ini dibuwat dalam keadasn sehat, sadar dan tanpa
paksaan dari pihal manapun.

Yang Membuat Pernyataan
Kepala (SatuanPendidilcan]

[Mama Lenglap)




PERBEDAAN MENDASAR KIMU

O Berdomisili dan memiliki Kartu Tanda
Penduduk serta Kartu Keluarga Daerah

O Memiliki Kartu Tanda Penduduk dan
berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta

[ Berasal dari Keluarga Tidak Mampu dan
terdaftar dalam BDT dan/atau sumber data
lain yang ditetapkan dengan Keputusan

O Terdaftar dalam DTKS dan/atau DTKS Daerah

PERSYARATAN s
O Tidak menerima beasiswa/bantuan O Tidak menerima beasiswa/bantuan
pendidikan lain yang bersumber dari pendidikan yang bersumber dari APBD atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN
O Memiliki SKTM
U Peserta didik tetap melakukan pendaftaran
melalui sekolah
O Peserta didik melakukan pendaftaran melalui | O Peserta didik melihat pengumuman di
sekolah website sekolah, jika tidak terdaftar peserta
MEKANISME didik melakukan pendaftaran ke Pusdatin

Jamsos Dinsos di kelurahan masing-masing

O Sekolah melakukan verifikasi ke rumah
peserta didik untuk menentukan kelayakan
penerima

O Kelayakan penerima didasarkan data
Pusdatin Jamsos Dinsos




SEKILAS TENTANG SIKELADIMAS

Sistem Kelola Pengaduan Terintegrasi Masyarakat
(SIKELADIMAS) dapat digunakan sebagai alat untuk

=, meningkatkan kualitas pelayanan KJP Plus kepada masyarakat
W—% dengan menyediakan data digital dan pengelolaan pengaduan

T R yang terintegrasi dengan masyarakat serta stakeholder terkait.

Cakupan SIKELADIMAS meliputi:

o Pengaduan koreksi data

pengaADuan o Pengaduan rekening
ASyarakat .
o Pengaduan lainnya .

o Pelayanan pendebetan SPP sekolah swasta

o U




KONDISI SAAT INI

. Masyarakat yang datang langsung
per hari sekitar 200-300 orang

. Pengelolaan pengaduan KJP Plus
masih manual (belum terekam)
dan belum terintegrasi

. Belum ada koordinasi yang
terintegrasi dalam menangani
pengaduan KJP Plus

. Belum adanya monitoring tindak
lanjut pengaduan KIJP Plus

LATAR BELAKANG SIKELADIMAS °

MASALAH
Belum adanya sistem
pengelolaan pengaduan KJP
Plus yang terintegrasi

INOVASI
Membuat Sistem Kelola
Pengaduan Terintegrasi
Masyarakat (SIKELADIMAS)
untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat

@

=

may __Zea

KONDISI YANG DIHARAPKAN

. Perekaman pengaduan KIJP Plus

dengan menggunakan sistem
informasi

. Pengelolaan persuratan tindak

lanjut pengaduan KJP Plus
dilakukan secara digital

. Koordinasi pengaduan KJP Plus

yang terintegrasi dengan sekolah
dan Bank DKI

. Adanya monitoring tindak lanjut

pengaduan KIJP Plus
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MANFAAT SIKELADIMAS

INTERNAL

Memudahkan pencarian riwayat pengaduan KJP
Plus karena sudah terdokumentasi secara digital

Pengelolaan persuratan tindak lanjut pengaduan
KJP Plus dilakukan secara digital

Koordinasi pengaduan KJP Plus yang terintegrasi
dengan Bank DKI

Adanya monitoring tindak lanjut pengaduan KJP
Plus

Petugas pelayanan dapat melakukan pelayanan
pengaduan KJP Plus berdasarkan klasifikasi/jenis
pengaduan KJP Plus

Meningkatkan pengamanan ketepatan data
pendebetan SPP sekolah swasta

EKSTERNAL

Pengaduan KJP Plus diproses dengan waktu yang
lebih singkat

Masyarakat dapat memonitor pengaduan KJP Plus
secara langsung/real time dengan bukti nomor
pengaduan KJP Plus

Masyarakat hanya perlu datang satu kali untuk
melakukan pengaduan KJP Plus

Masyarakat mendapatkan kepastian waktu layanan



Website
kjp.jakarta.go.id

Telepon
021 8571012

SMS Pengaduan
089525767869

Fax
021 8516505

INFO
LEBIH
LANJUT




